



PROBLEMATIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK 
DAPAT DIJALANKAN 
(Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun) 
 
TESIS 
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister 













ELDYSSA RAKHMA PRIDIANTI 
NIM : S351408022 
 
 
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 
FAKULTAS HUKUM 






PROBLEMATIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK 
DAPAT DIJALANKAN 
(Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun) 
 
 
DISUSUN OLEH : 
 
ELDYSSA RAKHMA PRIDIANTI 
NIM  : S.351408022 
 




























Nama  : Eldyssa Rakhma Pridianti 
NIM  : S351408022 
 
 Menyatakan dengan sesunggunya bahwa tesis yang berjudul 
“PROBLEMATIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK 
DAPAT DIJALANKAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten 
Madiun)” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya 
dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak 
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan 
tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. 
 
 
               Surakarta, 21 Mei  2016 






































        Persembahan ini untuk : 
 Ibu    dan     Bapak   tercinta      yang 
selalu memberikan do’a, dukungan, 
  arahan dan segalanya. 
 Adik - adikku        tersayang,       atas 
    dukungan   semangat  serta do’anya. 
 Teman-teman, sahabat dan motivator 
  hidup  yang  mendukung, membantu 







 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala atas 
segala limpahan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh 
kekuatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul “PROBLEMATIKA 
HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK DAPAT 
DIJALANKAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten 
Madiun)”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat 
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulisan tesis ini merupakan dorongan dari keinginan penulis untuk 
mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dibidang hukum perdata 
khususnya mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 
K/Pdt/2002) yang telah berkekuatan Hukum Tetap, namun pelaksanaan 
eksekusinya tidak dapat dijalankan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang 
berlaku, untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam 
suatu karya ilmiah. Disamping hal tersebut, penulisan tesis ini juga merupakan 
tugas akhir guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister 
Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari 
para pembimbing dan berbagai pihak. Banyak pihak yang berperan besar dalam 
memberikan bantuan sampai selesainya tesis ini, untuk itu penulis ucapkan 
terimakasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Prof Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 




4. Bapak Burhanudin Harahap, S.H., M.H.,M.SI.,Ph.D., selaku Ketua 
Program Studi Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian serta selaku 
Pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan 
doa dalam penyusunan tesis ini. 
5. Segenap dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
6. Staf Pengelola Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu dan mendoakan selama 
penulis menyusun tesis dan mengikuti perkuliahan. 
7. Bapak Halomoan Sianturi, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri 
Kabupaten Madiun, yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk 
bisa melakukan wawancara guna memperoleh data-data yang diperlukan 
oleh penulis. 
8. Bapak Pardja, S.H., selaku Sekertaris Pengadilan Negeri Kabupaten 
Madiun, yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk bisa 
melakukan wawancara guna memperoleh data-data yang diperlukan oleh 
penulis. 
9. Ibu Esti, S.H, Ibu Yayuk, S.H selaku Panitera muda hukum yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan untuk bisa memperoleh data-data yang 
diperlukan oleh penulis. 
10. Bapak Marsudi, selaku Kepala Desa Bandungan, yang telah memberikan 
ijin dan kesempatan untuk bisa melakukan wawancara guna memperoleh 
data-data yang diperlukan oleh penulis. 
11. Untuk Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan banggakan Bapak Ir. Edy 
Santosa Budi Rahardjo, Ibu Emi Rusdianti A.Md, dan dua Adik tersayang 
Beryl Cholif Arrahman Rahardjo, Iqbal Raihan Fathurrahman Rahardjo, 
serta Mbah putri yang selalu memberi semangat tiada henti untuk selalu 
mendoakan, mencurahkan cinta kasih sayang, materi dan pengorbanan 




12. Angga Pramodya Pradhana, S.H.,M.H., yang selalu memberikan masukan, 
arahan, motivasi, inspirasi, serta semangat tiada henti untuk penulis 
menyelesaikan tesis ini. 
13. Rekan-rekan Mahasiswa Kenotariatan Angkatan 5 dan 6 Tahun 2014, 
terimakasih memberikan bantuan selama penulis menjalani kuliah. 
14. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 
terimakasih atas dukungan dan doa selama ini penulis menempuh kuliah 
dan dalam menyelesaikan tesis ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak 
kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. 
Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. 
 
























HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..........................................  ii 
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .........................................................  iii 
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................  iv 
MOTTO ......................................................................................................  v 
KATA PENGANTAR ................................................................................  vi 
DAFTAR ISI ...............................................................................................  ix 
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xii 
ABSTRAK ..................................................................................................  xiii 
ABSTRACK ...............................................................................................  xiv 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................   1 
B. Rumusan Masalah ...........................................................................  9  
C. Tujuan Penelitian ............................................................................  10 
D. Manfaat Penelitian ..........................................................................  11 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka .............................................................................  12 
1. Tinjauan Umum tentang Eksekusi ............................................  12 
a. Pengertian Eksekusi ............................................................  12 
b. Asas Eksekusi .....................................................................  16 
c. Dasar Hukum Eksekusi .......................................................  18 
d. Macam-macam Eksekusi ....................................................  21 
e. Sita Eksekusi .......................................................................  22 
f. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi .........................................  23 
g. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan .................................  27 





2. Tinjauan terhadap Perkara Perdata ...........................................  33 
3. Tinjauan tentang Juru Sita .........................................................  34 
a. Pengertian Jurusita ..............................................................  35 
b. Dasar Hukum Jurusita .........................................................  36 
c. Tugas dan Wewenang Jurusita ............................................  37 
4. Tinjauan tentang Hukum Waris ................................................  40 
a. Dasar Hukum Waris ............................................................  40 
b. Pengertian Ahli Waris .........................................................  41 
c. Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan ............  42 
5. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim ..................................  51 
a. Definisi Putusan Hakim ......................................................  51 
b. Teori Kekuatan Putusan Hakim ..........................................  53 
c. Asas-asas Putusan ...............................................................  58 
d. Sifat Putusan Pengadilan .....................................................  60 
e. Upaya Hukum Terhadap Putusan .......................................  61 
f. Pelaksanaan Putusan Hakim ...............................................  65 
B. Penelitian yang relevan ...................................................................  66 
C. Kerangka Berpikir ...........................................................................  67 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian ................................................................................  70 
B. Sifat Penelitian ................................................................................  70 
C. Pendekatan Penelitian .....................................................................  71 
D. Lokasi Penelitian .............................................................................  71 
E. Jenis Data ........................................................................................  72 
F. Sumber Data ....................................................................................  72 
G. Teknik Pengumpulan Data  .............................................................  74 
H. Validitas Data ..................................................................................  77 






BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian proses pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah  
Agung Nomor 3582 K/Pdt/2002 yang berkekuatanhukum 
 tetap tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Madiun........  81  
B. Tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 
terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 yang tidak dapat dijalankan.... 109 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ......................................................................................  127  
B. Implikasi ..........................................................................................  128 


























1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Program 
Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan ditujukan untuk 
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. 
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Program 
Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan ditujukan untuk Kantor 
Kepala Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 
3. Surat Keterangan Wawancara Sekretaris Pengadilan Negeri Madiun 
4. Surat Keterangan Wawancara Ketua Pengadilan Negeri Madiun 
5. Surat Keterangan Wawancara Kepala Desa Bandungan, Kecamatan 
Saradan, Kabupaten Madiun. 
6. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 
29/Pdt.G/1994/PN.Kab.Mn 
7. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Putusan Nomor 
702/Pdt/2001/PT.Sby 
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 

























Eldyssa Rakhma Pridianti. NIM : S351408022 “PROBLEMATIKA HUKUM 
ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN           
(Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)”. 2016. Program 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mengkaji dan menganalisis 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 yang 
telah berkekuatan hukum tetap tetapi proses eksekusi tidak dapat dijalankan oleh 
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.Untuk mengetahui, mengkaji dan 
menganalisis tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 
terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 
K/Pdt/2002 yang tidak dapat dijalankan. 
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelian ini adalah 
metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya 
meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 
hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan 
masyarakat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan tersebut tidak dapat 
dieksekusi.  Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yang 
dijatuhkan bersifat “Kondemnator”. Proses eksekusi itu sudah sesuai dengan 
gugatan, namun kenyataan di lapangan, sampai pada saat ini kemenangan Sdr. 
Tardji hanya kemenangan diatas kertas saja, dikarenakan pada saat gugatan tidak 
mengajukan permohonan sita jaminan, dan tidak memberitahukan kepada  Badan  
Pertanahan  Nasional  (BPN)  bahwa  objek  tanah  dimaksud sedang  dalam  
berperkara,  sehingga   terbitlah sertipikat hak atas tanah atas nama tergugat 
(Gudel dkk) pada saat masih ada upaya hukum dari Sdr. Tardji, sehingga saat ini 
eksekusi tanah tidak dapat dijalankan dan masih dikuasai oleh para tergugat yang 
memiliki sertipikat hak atas tanah.  
Tanggung jawab Ketua Pengadilan terhadap proses eksekusi putusan 
Mahkamah Agung Nomor 3582K/Pdt/2002 berbatas pada pelaksanaan 
eksekusinya, dalam perkara ini Ketua pengadilan sudah melaksanakan 
eksekusinya melalui Jurusita Pengadilan Madiun pada tanggal 11 November 
2009, dikarenakan tanah yang akan dieksekusi diatasnya masih terdapat rumah 
dan tanaman, maka kedua belah pihak antara pemohon eksekusi dan para 
termohon eksekusi, telah membuat surat kesepakatan, setelah dalam jangka waktu 
yang ditentukan para termohon eksekusi tidak bersedia mengosongkan tanah 
dengan alasan para termohon eksekusi masih memiliki sertipikat hak atas tanah 
yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Madiun. Maka dari itu, diperlukannya 
adanya pembatalan sertipikat. Berkaitan dengan kepemilikan sertipikat yang 
masih dimiliki oleh para tergugat, maka dalam perkara ini bukan lagi kewenangan 
Pengadilan Negeri, dikarenakan instansi yang berwenang membatalkan 
sertipikatdari Kantor Pendaftaran Tanah berdasarkan putusan pengadilan tata 
usaha negara. 






Eldyssa Rakhma Pridianti. NIM : S351408022 “LAW PROBLEMATICS OF 
LAND EXECUTION IMPLEMENTATION WHICH CAN NOT BE EXECUTED  
(A Case Study of the Execution of Supreme Court of Republic of Indonesia’s 
Verdict Number 3582 K/Pdt/2002 in the District Court of Madiun Regency)”. 
2016. Notary Program of Law Faculty, Sebelas Maret University. 
 
 The aims of this study are to find out, to review, and to analyze the verdict 
of the Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3582 K/Pdt/2002 which 
has had legally binding, but its execution process cannot be executed by the 
District Court of Madiun Regency. It also finds out, reviews, and analyzes the 
responsibility of the chief of District Court of Madiun Regency to the execution of 
the Supreme Court of Republic of Indonesia’s verdict Number 3582 K/Pdt/2002 
which cannot be executed. 
The law research study used in this study is empirical legal research 
method, i.e. a legal research which its object of study consists of some provisions 
and relates to the enactment or implementation of normative legal provisions on 
each legal events happened in community life. 
The result of this study shows that the verdict is cannot be executed. The 
verdict it has got permanent legal entity; the verdict imposed is “condemnatory”. 
The execution process has been corresponding to the suit, but the facts on the 
ground, to date the victory of Mr. Tardji is just a victory on a paper, because at 
the time of the suits, he did not submit sequestration, and did not notify the 
National Land Agency (BPN) the land object referred was in the matter, so that it 
was published a certificate of land rights on behalf of the defendants (Gudel et al) 
at the time when there was still a legal effort from Mr. Tardji, so that until now 
the land execution cannot be executed and is still controlled by the defendant who 
holds the certificate of land rights. 
The responsibility of the Chief of Court on the execution process of the 
Supreme Courts’ verdict Number 3582K/Pdt/2002 has a limitation on the 
implementation of its execution. In this regard, the Chief of Court has executed 
the execution through the bailiff of Madiun Regency Court on 11
th
 of November 
2009, because there was still a house and some plants on the executed land, the 
both parties, the applicant of execution and the defendants of execution, had made 
an agreement, that in a determined period of time the defendants of execution 
were not willing to vacate the land with a reason that the defendants of execution 
still had a certificate of land rights published by the National Land Agency (BPN) 
of Madiun Regency. Therefore, there should be a certificate revocation. In 
relation to the ownership of the certificate that was still owned by the defendants, 
in this regard it did not become the authority of the District Court anymore, 
because an institution that had authority to abrogate certificate was the Land 
Registry Office based on the decision of the Administrative Court. 
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